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INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

PEDOMAN MENTERI PANRB NOMOR 7 TAHUN 2025

DEPUTI BIDANG PELAYANAN PUBLIK
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI



Aspek dan Prinsip Pelaksanaan PEKPPP

Kerangka penilaian mencakup 6 aspek utama berbobot total 100%, didukung 6 prinsip agar evaluasi
pelayanan publik lebih objektif, transparan, dan berdampak.

6 Aspek Indikator Penilaian

0D O D QD QO DO D@ QO @

Kebijakan Profesionalisme Sarana Konsultasi .
SIPP Inovasi
Pelayanan SDM Prasarana Pengaduan
Waktu layanan, Parkir, ruang . Media, SP4N- . .
kode etik, motivasi tunggu, toilet, Website, Apps, LAPOR! Penciptaan Solus
SP, FKP, MP, SKM . pemutakhiran - Penguatan,
& budaya front office & akuntabilitas & .
data . ! Keberlanjutan
pelayanan sarpras khusus tindak lanjut

Prinsip Evaluasi: standar untuk memastikan hasil penilaian adil dan dapat ditindaklanjuti

Keadilan “ Partisipasi ¢ Akuntabilitas @ Transparansi (cf g‘:‘::ya & Aksesibilitas
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Aspek Kebijakan Pelayanan

- Bobot Perhltungcm

I. KEBIJAKAN PELAYANAN (9 indikator, 5 Prinsip)

1 LAk Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan 17 0%
’ peraturan perundang-undangan yang berlaku. At

Proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur o
g a.p masyarakat. 14,0%
3 a.T Jumlah media publikasi untuk komponen service delivery. 7,0%

Telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala atas Standar

4 a.K Pelayanan dan hasil peninjauan ulang tersebut telah 14,0%
| ditinqulcmjuti.
N - D - - D -
Pemenuhan siklus Maklumat Pelayanan (ketersediaan, o

° ak - penetapan, dan publikasi). 10,0%
L 6 JL a.B JL SKM yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB JL 17,0% J
L 7 JL a.T JL Jumlah media publikasi hasil SKM. JL 7,0% J
L 8 Ji a.Ak Ji Persentase tindak lanjut hasil SKM yang ditindaklanjuti. JL 7,0%

9 a.Ak Kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan 7,0%




1. a.Ak

Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tidak tersedia Standar Pelayanan.

] Tersedia Standar Pelayanan namun tidak memenuhi 14 komponen.
2 Tersedia Standar Pelayanan yang memenuhi 14 komponen.

3 Tersedia Standar Pelayanan yang memenuhi 14 komponen dan dilakukan
penetapan.

Tersedia Standar Pelayanan yang memenuhi 14 komponen, melibatkan
4 masyarakat dalam penyusunan Standar Pelayanan dan dilakukan
penetapan.

Tersedia Standar Pelayanan yang memenuhi 14 komponen, melibatkan
Cobtoh Dapngsyefrakat dalam penyusunan SP, dilakukan penetapan, dan dilakukan

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN asl

Dokumen SP pada
seluruhjenislayanan
yangtelah
ditetapkanoleh
Pimpinan Instansi.
Laporan
pelaksanaan
penyusunan /

peninjauan ulang SP.

Terdiridariberita
acara, foto,
notulensi, daftar

hadir
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BADAN POM

LAMPIRAN VII

LAYANAN KALIBRASI

. Setiap unit wajib Menyusun SP
sebagaipedoman
penyelenggaraan pelayanan
publik.

. Aturanterkait SP dapat
mengacu pada Peraturan
Menteri PANRB No 15 Tahun
2014.

. Aturanpelibatan
masyarakat dapat mengacu
pada Peraturan Menteri
PANRB No 16 Tahun 2017.
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) panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMAS] BIROKRASI

2.a.P
Proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur masyarakat.

0 Penyusunan SP tanpa melibatkan unsur masyarakat dan pihak Dokumen berupa UnsurMasyarakat yang perlu

terkait. . Undangan dilibatkan, diantaranya:

. BeritaAcarayang . Penggunalayanan
ditandangioleh peserta . Penyelenggaralayanan

Penyusunan SP telah melibatkan minimal 2 unsur masyarakat. kegiatan . Akademisi

. DaftarHadir . OrganisasiMasyarakat Sipil

. Notulensi . MediaMassa

Penyusunan SP telah melibatkan minimal 4 unsur masyarakat. . Fotokegiatan . Komunitas Terkait

. LaporanFKP/Laporan . Dan lain lain sesuai kebutuhan
Kegiatan instansi.

Penyusunan SP telah melibatkan minimal 1unsur masyarakat.

Penyusunan SP telah melibatkan minimal 3 unsur masyarakat.

N NN =

5 Penyusunan SP telah melibatkan lebih dari 4 unsur masyarakat.
Contoh Data Dukung:

BERITA ACARA PENYELENGGARAAN

Pr—— FORUM KONSULTAS! PUBLIK
Nomor + B-14074000PK 30072025
BADAN PUSAT STATISTIK Tanggal 11 Februari 2025 BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SULAWES TENGGARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
o B No 1. Kenar 5329 Tap (D801 3136063 - 121761 Fax. 0401) 422355
Homepage. Mp eautra bps go 1d € mat bpale05@00s g0 4 DAFTAR PESERTA EKSTERNAL BERITA ACARA
GROUP DISCUSSION (FGD) STANDAR PELAYANAN PUBLIK HASIL FOCUS GROUP DISCUSSION
BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SULAWES! TENGGARA STANDAR PELAYANAN STATISTIK TERPADU
Nomor  : B-138/74000V'S 50012024 Kendari, 15 Jull 2024 BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Sfat  :Biasa No Nama Unit Kerja Jumiah Peserta 595 Provis!Sulames Tengoua Tahum Anggaran 225
Lampiran 2 (dua) halaman - - - Pada hari ini Rabu tanggal Dua Belas bulan Februar tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, telah HaTanggi - Rabe 12 e 265
Hal : Undangan FGD 1 Informatita Prov. dilaksanakan Focus Group Discussion Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan 'w_wv__l'::-':"'"‘ =
Standar Pelayanan Publik e Sseres oo o Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama — scicconchio ot
2 nformatica Prov. menyatakan sebagai berlkut o Nama [ votkemrmms | Nomor [ [ Tonda Tongen
Kepada Yang Terhomat o e, =
3 ST ST S T Jangka Waktu .
(Daftar Surat Teriampir) Uni Hal Oeo o | Sukians Tour vy Sulta | 0BRUAS3IY 28 mph Bapat
di [@ [ Koordnator Program Studi -1l Statistka | Akademisl T Penyelesaian P i o Tt = |
T Univ_ Halu Oteo
empat Fe—rims . 1 ::a;;a;::::: Kalau :::3::: Standar Pelayanan akan Februarl 2025 ke R d 6% Bov £0~| strd1zaa110 Poerta
Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai amanat Undang- & [ Rahman Rauf KM, MKes =7 7 kurung (895) 3 Muu Amin Pps - Proy/. SSTA | 853273653 1] feverte,
Undang Nomor 25 Tahun 1990 tentang Pelayanan Publik, kami dengan ini 7| ASL Febryant Fusn. S Farm =y T 7 Thpo perbedaan stk | Fubiiasi Suswesl Tenggars daiam Aogia | Febrear 2055 : =
mengundang Bapak/ibu untuk hadir dalam acara Focus Group Disscussion (FGD) & | Antara News Mesa 2 sektoral, Satu Data memuat data umum sektoral maupun data 43,.\ (485 S, fay. Gl |085231428707 Ryerte.
Standar Pelay ada di BPS Provinsi Sulawesi Tenggara. 9|0 Adiansyah Vahasswa T Indonesia dan Sulawesi | dari BPS datanya sumber dari OPD, 1 A i . Z
g e . Angka Sensus dan Survel yang £ ?I’ 1\/‘ asnen D: ﬁ(\hhk Uto Uﬂp"l?«lﬂ 16 f‘“’\
Bt Bakons; 0,368 00, dilaksanakan oleh BPS Provinsi Sulawes! o Dr. Liis & < vl
908! : Selaea i i Sl
Waktu :08.30 - Selesal - Lilis laome | sfakshke UHO| 0821507956 27 Peseri<
Tempat Aula Lantai IV BPS Provinsi Sulawesi Tenggara Undang-Undang Statistik ada 3 jenis statistik, 7| Dde Ackmievan s s 687 {11g 6508 flesune
Kami sangat mengharapkan masukan dan review dari Bapak/lbu dalam upaya diantaranya statistk dasar, statistk sektoral -
dan statistik khusus | Awoa Aunaed_Jupro | d225827¢F Liertn
perbaikan layanan kami. Untuk info letéh lanjut dapat menghubungi Arizka Selviana, 3 [ Pada bagian Untuk saat in, pelayanan pengunjung hanya | Februari 2025 u B
. i $ arvinea b i
T, 10812:5362-8000) sarana/prasarana, apakah | menggunakan PC d i 08 ut7743y 2% i)
Demikian undangan ini disampaikan, atas kehadirannya diucapkan terima tisoye PC atau sda kuga 5 et R, besiakeses R
kasih. laptop?
% | Apskah tersedia jurnal pada | Kami Gdak menvaian jurnal, tetapt kami 1| Saxtauasi - Fomindy 08r344936 943 +
PST menyajikan publikasi Analisis Isu Terkini disini o S B
PR. Kepala Baden Pusst Statisti ‘menyajikan topik terkini tetapi tidak dalam UHTUHG Tovo AT O852 H6 0l oo Vs =]
Provinsi Sulawesi Tenggara bentuk jurmal o] Foirgand R Sidanii| s " -
5 [ Apakah 6P & 895, Triwulan| 2025
4 data stunting? tetapi Bapak bisa mengisi rincian kebutuhan
pada survey kebutuhan data _SKD_
Ir. Surianti Toar M. & | Bagaimana Untuk adasyaratdan | Triveulan 12025
rupiah, apakah kami ketentuan yang berlaku berdasarkan PNBP,
o Ja— bagal d bag: untuk ) rupiah bisa digunakan
27 - ot peneliti bisa menggunakan | oleh




3.a.T
Jumiah media publikasi untuk komponen service delivery.

Tidak ada publikasi SP.
: o , , : : : Publikasi dapat dilakukan
Tersedia publikasi SP hanya sebagian dari komponen service delivery baik pada pada berbagai media, ° SP  wajib  dipublikasikan

media cetak/non elektronik maupun media elektronik. diantaranya: Eagﬁkm?digfibikag
ublikasi dilakukan secara

Tersedia publikasi SP seluruh komponen service delivery pada 2 atau lebih media » Media Cetak / Non * \ "0 = 0 o hastikan

2 publikasi namun belum dipublikasikan pada SIPP Nasional. Elektlrohnik ) (brosur, informasi tersampaikan
majalah, papan
Tersedia publikasi SP seluruh komponen service delivery pada 2 media publikasi | Mejdia Eﬁl)ekﬁ'zronik (layar kepadapengguna layanan
3 i : . Perlumemastikan
danpada SIPP Nasional. tv, monitor)
. R . . . R ’ dia Sosial keterhubungan SIPP
4  Tersedia publikasi SP seluruh komponen service delivery pada 3 media publikasi \P;'Ve bla' el Nasional. Diakses melalui
dan pada SIPP Nasional. . Apelik:;ielnstansi https://sippn.menpan.go.i
5 Tersedia publikasi SP seluruh komponen service delivery pada 4 atau lebihmedia | g|ppP Nasional d
publikasi dan pada SIPP Nasional.
Contoh Data Dukung:

Instagram

R PELAYANAN M K
KECAMATAN CIMAHI SELATAN

o

SIPPN-CariYanlik


https://sippn.menpan.go.id/
https://sippn.menpan.go.id/

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMAS] BIROKRASI

4.a.K
Telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala atas Standar Pelayanan dan hasil peninjauan ulang
tersebut telah ditindaklanjuti.

Tidak dilaksanakan peninjauan ulang secara berkala terhadap Standar Pelayanan. Dokumen

: L . . Peninjauan Ulang :

1 Dilakukan peninjauan ulang 3 tahun atau lebih terhadap seluruh jenis layanan. berupa: Standar Pelayanan tidak
' . selalu
2 Dilakukan peninjauan ulang 2 tahun atau lebih terhadap sebagianjenis layanan. ‘ Laporan_K_elglat.an ditetapkan/perbarui
yang berisi: Berita

3 Dilakukan peninjauanulang 2 tah lebih hadap seluruhjenis| Acara,Rencana  Sctiaptahunnamunperlu

ilakukan peninjauan ulang 2 tahun atau lebih cepat terhadap seluruh jenis layanan. \cara Re S e ST R
4 Dilakukan peninjauanulang 1tahun atau lebih cepat terhadap sebagian jenis layanan. Pelaksanaan relevansi SP terhadap

penyelenggaraan

Rencana Aksi .
, " . . Notul pelayanan publik.
5 Dilakukan peninjauan ulang 1tahun atau lebih cepat terhadap seluruh jenis layanan. . Notulenproses
eninjauan.
Contoh Data Dukung: peninj

A Komponan Sindar Pelayanan yang lerkail dergan proses panyarmpaian pelayanan (sendce dadvery)

No [ Kemponan | Uraian Ruview SPM

Syarat sactifikasi Tipe § persyaratan
1. Surat Permoncnan (dicetak melady SilNas Aka SN Wage) permchonan
2. Surat Pemyataan Kesesuman / melamprkan Serdta [SO 9001, 150 | Apakah sudsh
22000 atau iy M sersentitkas Setusi dengen
3. Surat Pemyatian Menerapkan CPPOB Mirsmal Lovel 2
) Untuk lndustri Makanen dan Minumarn
4. Surat Pemyataan Kesarggupan Txdsk Memasarkan Produk Sebeum
SPPT SN Ternt
) Sertifikasi Awai / Periuasan Ruang Lingkup
) utuk SN
Fotomogp Sertifbat yarg pamah diarboun
) Optianal
Akt Notars atau dokumen legal s sejerss.
NEWP Perusahasn | krporr
St stss Merk Dagarg yeng masih berksku, abi Surst (2 stay Sur
Pendataran merk Dagang Kemenkam HAM / Tarda Pengenal Produsen
) jiks merok masih dulam proses pendafian o Kemenkum HAM,
lampirkan Surat Pornystesn Borsocia SPPT SNI Dicatut jika

Laporan
Pelaksanaan

Forum Konsultasi
Publik

Tahun 2025

mum o

e ‘.'vbtaopeq rjiar, Isensl Gan pemvik merek ot folOkop! surat penanja

'l dari badan usaha fain

Lampiran



5.a.K

Pemenuhan siklus Maklumat Pelayanan (ketersediaan, penetapan, dan publikasi).

Tidak tersedia Maklumat Pelayanan.

] Tersedia Maklumat Pelayanan namun belum ditetapkan.

5 Tersedia Maklumat Pelayanan yang sudah ditetapkan namun isinya belum sesuai dengan
peraturan perundanganyang berlaku.

3 Tersedia Maklumat Pelayanan yang sudah ditetapkan dan isinya telah sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku.

4 Tersedia Maklumat Pelayanan yang sudah ditetapkan, isinya telah sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku, dan dipublikasikan pada media non elektronik.

Tersedia Maklumat Pelayanan yang sudah ditetapkan, isinya telah sesuai dengan
5 peraturan perundangan yang berlaku, dan dipublikasikan pada media non elektronik dan

elektronik.
Contoh Data Dukung:

Kebijakan Layanan

o BGISA seraxiad L5

Qe

2GISA
MAKLUMAT PELAYANAN

Dokumen Maklumat
Pelayanan,
pelayanan
dilaksanakan secara
langsung maupun
digital.

Publikasi Maklumat
Pelayanan pada
media publikasi
(Media Cetak, Media
Elektronik, dan
media lainnya).

ime  dukcapilsleman

Maklumat Pelayanan

“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN
SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN SERTA BERKOMITMEN
MELAKUKAN PERBAIKAN TERUS-MENERUS DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI,
KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU"

Denpasar, 3 September 2025
Kepala Kantor

| MADE ARYANA

MAKLUMAT PELAYANAN

KAMI
ENYEL PEL
PELAYANAN, DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN
SECARA TERUS MENERUS. APABILA PELAYANAN TIDAK

oQvY

Be the first to like this

®)

Maklumat Pelayanan

Maklumat Pelayanan
berisi komitmen
pelayanan, standar
waktu, persyaratan,
dan mekanisme
keluhanpada
penyelenggaraan
pelayanan publik.




6.a.B

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri.

Belum melaksanakan SKM.

1 Sudah melaksanakan SKM namun tidak sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB yang
berlaku.

2 Sudah melaksanakan SKM sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB yang berlaku.

3 Sudah melaksanakan SKM sesuai dengan PermenPANRB yang berlaku dan dipublikasikan
pada media non-elektronik.

4 Sudah melaksanakan SKM sesuai dengan PermenPANRB yang berlaku dan dipublikasikan
pada media non-elektronik dan elektronik.

5 Sudah melaksanakan SKM sesuai dengan PermenPANRB yang berlaku dan dipublikasikan
pada medianon-elektronik dan elektronik serta dilakukan tindak lanjut hasil SKM.

Contoh Data Dukung:
oW

LAPORAN SURVEI
KEPUASAN MASYARAKAT

No Unsur Layanan Wiai Pt LT “SKN Nilar

355 " 040

Dari hasi pengumpul

- 38 A a0 Detail
> Laporan T TRew 368 0 [E == . .
SKM N S - Nilai
Unsur

& [Penanganan pengaduan ] ]
B 399
TN [SKIZ5) B

TRIWULAN Il
TAHUN ANGGARAN 2025

perseps cibagi total jumiah s

Laporan Pelaksaaan

SKMyang meliputi:

. 9UnsurPenilaian
(Persyaratan,
Prosedur, Waktu,
Biaya, Produk,
Kompetensi

Pelaksana, Perilaku,

Sarpras)

. RencanaTindak
Lanjut

. Tindak Lanjut.

»»»»»»»»»»»»
£ PARATUR NEGARA
BAN AEFORMAS! BIRGKRAS

SKMdilaksanakan
secara berkalauntuk
dapat memantau
secararealtime
feedback dari
penggunalayanan,
yang kemudian dapat
langsung
ditindaklanjuti.

Ringkasan Nilai Rata-Rata Setiap Unsur Pelayanan

MNomor Unsur Pelayanan Indeks Nilai
u Persyaratan 396 99,03
uz Prosedur 395 98,70
U3 |WaktuPelayanan 392 98,05 Detail
Ui |Biaya/Tarif 395 98,70 > Nilai
U5  |ProdukLayanan 395 98,70 Unsur
1] Kompetensi Pelaksana 3.9 99,03
u? Perilaku Pelaksana a9 99,03
us Sarana dan Prasarana 395 98,70




7.0.T
Jumiah media publikasi hasil SKM.

Tidak dipublikasikan.
1 SKMdipublikasikan pada1(satu) media publikasi.

SKMdipublikasikan pada 2 (dua) media publikasi.

2
3 SKMdipublikasikan pada 3 (tiga) media publikasi.
4 SKMdipublikasikan pada 4 (empat) media publikasi.

5 SKMdipublikasikan pada lebih dari 4 (empat) media publikasilainnya.

Contoh Data Dukung:

W panrb

Survei Kepuasan Masyarakat
Triwulan IV Tahun 2022

Deputi Bidang Pelayanan Publik

> ba I

BADANPOM

Survei Kepuasan Masyarakat czo
Badan Pengawas Obat
dan Makanan
Tahun 2021

Persyaratan N""

BB 13
NIETR sarana dan Sistem, |
Nilal
[[LRYY Prasarana Mekanisme B

dan Prosedur
Penanganan
Pengaduan,
Saran dan
Masukan

s Waktu Nilai
Indek Penyelesaian 1A 3

Kepuasan -

Nilai

::"-. Sangat Baik Biaya/Tarif 20,80
(as 31-100) .

Nilai [EET
PEY) Pelaksana oot

1

NILAI SKM

waktu

SANGAT BAIK

SURVEI ATAS 5 (LIMA) JENIS LAYANAN
4:
i Pengaduan Pelayanan

| { 'y
@ @kempanrb @kemenpanrb  [www] www.menpan.go.id @ [ > ) Kementerian PANRB
.

biaya e

produk —

i petugas

perilaku petugas

sarana prasarana

|

Produk
Kompetensi Spesiias Nilai
Pelaksana Jenis Layanan 89,45

*1500533 & pomgoid [d) @bpom.official 7 @pom ri © @bpom ri B Badan POM RI

Publikasi dapat dilakukan pada berbagai

media, diantaranya:

. Media Cetak / Non Elektronik (brosur,
majalah, papan)

. MediaElektronik (layartv, monitor)

. MediaSosial

. Website

. Aplikasi

. SIPP Nasional

Wead BEA CUKAI
DENPASAR

SURVEI

KEPUASAN MASYARAKAT

Periode Triwulon | Tohun 2025

9704

Kategori Songat Boik

Publikasi dilakukan
secara berkala untuk
menyampaikan
kepadapengguna
layanan bahwa
penyelenggara terus
berupaya melakukan
peningkatan layanan
melalui survei
kepuasan.




8.a.
Ak Persentase tindak lanjut hasil SKM yang ditindaklanjuti.

ppppppppp
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMAS] BIROKRASI

Tidak adarencanatindak lanjut SKM.

1 Adarencana tindak lanjut tapi belum dilaksanakan.

2 Tindak lanjut hasil SKM dilaksanakan kurang dari 30%, dibuktikan dengan laporan
pelaksanaannya.

Tindak lanjut hasil SKM dilaksanakan 30-80%, dibuktikan dengan laporan
pelaksanaannya

Tindak lanjut hasil SKM dilaksanakan lebih dari 80%, dibuktikan dengan laporan
pelaksanaannya.

Laporan
pelaksanaan SKM
yang memuat

rencana tindak
lanjut dan laporan
tindak lanjut.

. Ruang lingkup SKM meliputi:
persyaratan, prosedur, waktu, produk
pelayanan, biaya, kompetensi, perilaku
dan maklumat pelayanan serta
pengelolaan pengaduan (merujuk pada
peraturan Menteriyang berlaku).

. Hasil SKM ditindaklanjuti sebagai acuan
perbaikan layanan.

Cara menguksiRRESEIEE Binjut

= — - — x 100%
. . . . o . . jumlah rencana tindak lanjut
5 Tindak lanjut hasil SKM dilaksanakan 100%, dibuktikan dengan laporan
elgk%an annya.
Contoh Dg)ta uKkang:
L
Lampiran 1
HASIL TINDAK LAI Matriks Ringkasan Pemantauan Rencana AKsiTindak Lanjut atas Hasil Survel
LAPORAN MONITORING Kepuasan Masyarakat Semester | Tahun 2025
DAN EVALUASI TINDAK LANJUT Hasd suvei kepuasan masyar g
P ——— No Unit Pelayanan Jumiah un;n ﬁ.:l;::vﬂ
m:uDﬂirln:;eﬂ:'L :1::: Axsl [ Jumiah r-‘&n‘uu Df;r;:ﬁmgg:k
7 7 00 Rencana Tindak Apakah RTL Telah Di Dfaberkan D
Mo Gerai .
| i) Lanjul (Sudah/Belum) \antanganhamy | Kegiatan
L 5 [ wox atan yang
® © 100% dihadapi)
! T : 1 ama Kegian) Template
aporan : .
b e , Ringkasan 2 Kt Tindak
SKM dan Ekspor Impor Obat Narkotka, . 1.3 (Nama Kegiatan) .
B T S - Tindak : P Lanjut
Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik .
7 [ Orotioral Regiirasl Obat Tradiwenal,| 3 3 Lanjut 2.2 (Nama Kegiatan)
e Pry——
iyl
o — e
0 | Drektorat t Pamberdayaan Masyarakat dan 3 3 100%
Pelaku Usaha Obat Tradisional. Suplemen
pardpdaln
T
e R A .
3 Pengawasan Produksi Pangan| 8 £l 100%
i+ o e
e




9.a.

Ak Kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan.

Rekomendasi hasil SKM tidak ditindaklanjuti.

1 Rekomendasi hasil SKM ditindaklanjuti seluruhnya 1tahun setelah laporan SKM diterbitkan.

A NN

Rekomendasi hasil SKM ditindaklanjuti seluruhnya 1 bulan setelah laporan SKM diterbitkan.

Cor51toh Data Dukung:

LAPORAN MONITORING
DAN EVALUASI TINDAK LANJUT

Rekomendasi hasil SKM ditindaklanjuti seluruhnya 9 bulan setelah laporan SKM diterbitkan.

Rekomendasi hasil SKM ditindaklanjuti seluruhnya 6 bulan setelah laporan SKM diterbitkan.
Rekomendasi hasil SKM ditindaklanjuti seluruhnya 3 bulan setelah laporan SKM diterbitkan.

R ————

Lampiran 2

Matriks Rincian Hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi/Tindak Lanjut Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Semester | Tahun 2025

Per Unit Pelayanan Publik

A. UPP Pusat
. Timeline status
[ UEREGsY R caniakel Penyelesaian | Rekomendasi
1 |Direktorat Standardisasi 1 [Memperbarui Frequently Asked Questions (FAQ) pada subsite SISOBAT, serta 31-Dec-2024 | Close
Obat, Narkotika, P FAQ terkini
Prekursor, dan Zat Adikif
2 [Membuat ar nmempelb Ui dafabase hasil konsultasi sebagai referensi untuk 31-Dec-2024 | Close
liawaban konsulta:
3 Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Direktorat 31-Dec-2024 | Close

Standardisasi ONPPZA

4 |Akan dilakukan pembaruan
Publik pada Gedung Pelayan:
Lantai 1) dan media sosial

kan Forum Konsultasi 31-Dec-2024 | Close
P bIkT p d BPOM(G edung Athena BPOM

5 terkait sistem pada subsit 31-Dec-2024Close
SISOBAT

6 |Berkoordinasi dengan Pusat Data dan In nmas Obat dan Makanan untuk 31-Dec-2024Close
pengemban g n SISOBAT secara berkelan

7 |Rapat Pengembangan SISOBAT dengan tim Pengembang 31-Dec-2024Close

LaporanPelaksaaan

SKMyang meliputi:

. 9UnsurPenilaian
(Persyaratan,
Prosedur, Waktu,
Biaya, Produk,
Kompetensi
Pelaksana, Perilaku,
Sarpras)

. RencanaTindak
Lanjut

. TindakLanjut.

Pembuatan Rencana Tindak Lanjut Hasil SKM

Nomor Nilai Unsur Pelayanan
Responden UL U2 U3 U4 US Ue U7 UB U
IKM per unsur 2,6 33 a4 3 33 4 4 4 23
Mutu kinerja c BENAN c NEREEATNA RAN D

PE PARATUR NEGARA
BAN AEFORMAS! BIRGKRAS

Kecepatan tindak
lanjut diukur dari
selisih waktu terbit
laporan tindak lanjut
denganlaporan SKM.
Kecepatan tindak
lanjut hasil SKM guna
melihat komitmen
melaksanakan SKM.

AV Asisten Deputi
2 Pemberdayaan
panrb 7;\‘— Partisipasi Publik

Rencana tindak lanjut perbaikan dapat
diambil berdasarkan analisis kuantitatif dan
kualitatif yang. Rencana tindak lanjut
boleh dalam level aktivitas

IKM Total 85,25 ( Baik)
Waktu Penanggung jawab
No Prioritas Unsur Program / Kegiatan
TWI TWII TWIIL | TW IV
1 |U9:Sarana P Rapat koordinasi i untuk
pengadaan sarana dan prasarana v

Pengusulan anggaran

2 |U1:Persyaratan

Forum Konsultasi Publik Tindak Lanjut Hasil
SKM




Aspek Profesionalisme SDM

Bobot Perhltungcm

Il. PROFESIONALISME SDM (5 indikator, 3 Prinsip)

Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan

10 b.As 10,0%
pengguna layanan.
P e e e
Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana .
1 b.K dan/atau Budaya Pelayanan di lingkungan 20,0% N
| _instansi.
L L N N
Tersedia mekanisme yang dibangun untuk
12 bb.Ak menjaga dan meningkatkan motivasi kerja 20,0%
Pelaksana pelayanan.
A\ DA A A A
13 L b.K LTersedla. kriteria pemberlqn penghargaan bagi L 20,0%
pegawai yang berprestasi.
\ < < < <
14 b.K Tersedia pelaksana yang menerapkan budaya 30,0%
pelayanan.




»»»»»»»»»»»»
£ PARATUR NEGARA
BAN AEFORMAS! BIRGKRAS

10.b.As
Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan.

Tidak memiliki kebijakan ja Setiap unsur
pelayanan/kerja. perluadanya Bentuk penyesuaian waktu pelayanan dapat berupaunsur:
: Memiliki kebijakan pelayanan/kera. Sata dukung 1. Memiliki kebijakan pelayana_n/kgna berupa jam surat keputusan,
erupa peraturanyang berlaku, dan sejenisnya.
. Memiliki kebijakan jam jam pelayanan/kerja Surat, . 2. Tidak ada jgda pe_layanan yang ber.arti i§tirahat .pegavyai ;Iilakukan
dan1unsurlainnya. . Notadinas, secara bergilir (shift) yang dapat dibuktikan dari publikasi layanan
. . o .« Memo, kepada masyarakat.
z  Memiliki kebijakan jam jam pelayanan/kerja , SuratTugas 3. Penambahanwaktulayanan diluar jam pelayananyang sudah ditentukan
dan 2 unsurlainnya. dan bukti (masih di harikerja).
] Memiliki kebijakan jam jam pelayanan/kerja formallainnya 4. Penambahgn waktu layanan di luar hari kerja namun dalam kondisi
dan 4 unsur lainnya. yang tertentu (Misal: Pembukaan CPNS, LAPOR SPT Tahunan).
. : o . mendukung 5. Penambahanwaktulayanan diluar harikerjanamun secara rutin.
Memiliki kebijakan jam jam pelayanan/kerja pelaksanaan 6. Layanan 24 Jam: layanan yang merupakan inti pelayanan dan
5  dan4ataulebihunsurlainnya. pelayanan. pendaftaran. Tidak termasuk layanan konsultasi dan informasi

Contoh Data Dukung:

¥

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN STPIL
Frab Geusan Uk . 36, Mo

@

PEREKAMAN
KTP ELEKTRONIK (O
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KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMAS] BIROKRASI

1N.b.K
Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana dan/atau Budaya Pelayanan di lingkungan instansi.

Tidak tersedia aturan kode etik dan kode perilaku. Dokumen

penetapan Kode

Etik dan Perilaku

yang ditandatangi Aturan kode etik dan

1 Aturan kode etik dan kode perilaku Pelaksana Pelayanan hanya meliputi nilai dasar hak
dan kewajiban.

5 Aturan kode etik dan kode perilaku Pelaksana Pelayanan meliputi nilai dasar hak olehKepala Unit kode perilaku Aparatur
kewajiban dan1(satu)unsurlainnya. atau Pimpinan Sipil Negara (ASN) di
Aturan kode etik dan kode perilaku Pelaksana Pelayanan meliputi nilai dasar hak dan Instan.3|.Terd|r|dar| Indonesia . merupakan

2 kewajiban dan 2 (dua)unsurlainnya unsur. peelsimEn Slers, JelE

' . Hakdan laku, dan perbuatan ASN,

4 Aturan kode etik dan kode perilaku Pelaksana Pelayanan meliputi nilai dasar hak dan Kewajiban baik dalam melaksanakan
kewajiban dan 3 (tiga) unsurlainnya. . Larangan KKN tugas kedinasan maupun
Aturan kode etik dan kode perilaku Pelaksana Pelayanan meliputi nilai dasar hak dan * If)?srizgw?:asi g::iam AEITELEN SEer-
kewajiban dan 4 (empat)unsurlainnya . '

5 . Sanksi

Qo BRI RRN ors ) harg

gy, Webste disdy

TAN SIPIL

Contoh Data Dukung:




KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMAS] BIROKRASI

12.b.Ak
Tersedia mekanisme yang dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja Pelaksana pelayanan.

Tidak tersedia mekanisme peningkatan motivasikerja. Surat atau keputusan kegiatan peningkatan motivasi,
dengan bentuk peningkatan:

1 Tersedialjenis mekanisme peningkatan motivasikerja . Data dukung yang
. Pemberian penghargaan disampaikan tidak
2 Tersedia 2 jenis mekanisme peningkatan motivasi kerja . Pemberian kesempatan untuk mengikuti diklat han azokumentasi
. Pengembangan kapasitas melalui kesempatan g ly b Kf
3 Tersedia3jenis mekanisme peningkatan motivasikerja mengikuti beasiswa clizin denktu Oth, I
. namun dokumen forma
4  Tersedia4jenis mekanisme peningkatan motivasikerja ~ « Programkonseling pegawao seperti Surat
. . _ o _ . . Programtim/capacity building Keoutusan d,II
5  lersedia lebih dari 4 jenis mekanisme peningkatan ., Mekanisme lainnya yang dapat meningkatkan motivasi P 2

motivasikerja kerja pegawai sesuai kebutuhaninstansi/

Contoh Data Dukung:

£ i m
A~ /GAN REPUBLIK INDONESIA iﬁ
REPUBLIK T oiRE NDERAL BEA DAN CUKAI N 4
IREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI ! Sy
= TPE wADYA

-] i [:7
| Ll | KANTORWILAYAR DIREKTORAT JEWDERAL SEA DAN CUKAI BALI NUSA
/ TENGGARA BARAT DAN USA TENGGARA TWUR
KANTOR PENGAWASAN \NAN BEA DAN CUKA| TIPE MADYA
PAHEIN l BENFASAR

PEDOMAN
ONLINE ASSESSMENT CENTER
UNTUK PESERTA (ASSESSEE)

Bea dan Cukai Bali, Nusa

i Bea dan Cukal Tipe Madya

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

SemantikBPPK

Dernikian kami sampaikan, atas perhaiian Bapak diucapkan terima kasih

Selamat DatangI

ina

Update Profil -> Registrasi Program Beasiswa fud Cetak Bukti Registrasi

Diruktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kemaentarian Keuangan RI




KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMAS] BIROKRASI

13.b.K
Tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi.

Tidak ada pemberian penghargaan.

1 Ada pemberian penghargaan hanya berdasarkan1-2 unsur kecuali  gyrat atau keputusan terkait kriteria pemberian

kinerja. penghargaan:
: , Kinerja : SKP Data dukungyang
5 Ada pemberian penghargaan berdasarkan 3-5 unsur kecuali - : disampaikan tidak

kinerja. * ﬁ::}:iiarranna hanya dokumentasi
Ada pemberian penghargaan berdasarkan 1-2 unsur termasuk , |novatif/kreatif dalam bentukfoto,
namun dokumen

kinerja. . Penampilan ,
. : . . . formal sepertiSurat,

4  Ada pemberian penghargaan berdasarkan 3-4 unsur termasuk Tidak pernah menerima komplain dari Keputusan, dli
kinerja. pengguna layananyang bersifat personal. P

. Kriterialainnya.
C%”tOh Reéfa lpefrbérian penghargaan berdasarkan 5-6 unsur termasuk /

kinaria
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Penghargaan Kepada Pegawai Di Dinas Kependudukan = LAMPIRAN KEPUTUSAN L
Alamat - J_Prabu Geusan Ulun No. 36 Tip, (0261) 201811 dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

sty Webste ¢ E-mai asan KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 369 TAHUN 2023

KESATU Kriteria Pemberian Penghargaan di Dinas Kependudukan TANGGAL 12 SEPTEMBER 2023
KEPUTUSAN dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang adalah: TENTANG

PENETAPAN TIM KOMITE ETIKA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN FENCATATAN SIIL 1. Kinerja, bobot 30%; PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
ABUPATEN SUMEDANG : o
2. Absensi, bobot 15%; KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 376 TAHUN 2023 3. Perilaku Kerja, bobot 10%;
4. Pengaduan/Komplain, bobot 10% NO JABATAN JABATAN | ypp
TENTANG ngaduan/Komplain, bobot 10%; DALAN
KRITERIA, TATA CARA SERTA PENANGGUNGJAWAB 5 Haall Rapet Tl Komite Btlka 30%. X .
PADA PENILAIAN ERIAN PENGHARGAAN (REWARD) PEGAWAI 1 | Sekretaris Ketua Tim

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KEDUA

: Penghitungan penilaian indikator sebagaimana tersebut
KABUPATEN SUMEDANG

diatas, sebagai berikut: 2 |k N
. epala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Sekretaris
DENGAN RAHMAT TUHAN - YANG MAHA'ESA 1. Kinerja berdasarkan rekapitulasi laporan kinerja

NL’[-'ALI\L)INASl:{il:;:;};\;!:f:l;ﬁl;(l;gl::iNchTATmSIPIL Penetapan harian; Kriteria dan 3 |Kepala Bidang Pelayanan Pendaftiran PembentUkan

2. Absensi berdasarkan rekapitulasi absensi; Perduduk Anggota i
Menimbang : . bahwa dalam rangka meningkatkan muty pelayanan Ke Ut usan 3 :’:'“M‘“’" Penilai Perilaku dari atasan dan rekan B fo) b o t : TI m
kepada masyarakat dan motivasi pegawai, perlu p jawat; 4 | Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Anggota
melaksanakan pemberian penghargaan (reward) 4 G diperoleh dari ]
kepada pegawai Dinas Kependudukan dan 5. Rapat Tim Komite Etika dilaksanakan setelah R Kepala Blda{x;g{ Pengelolaan lncl]'(;:masl .
Pencatatan Sipil; diperaleh rekapitulasi semua indikator. Dain

b. bahwa untuk pelaksanakan pemberian penghargaan Keiala SulBapkin Pe d
n Perencanaan dan
kepada petugas pelayanan Non Aparatur Sipil Negara KETIGA 3 untuk s Kriteria 6 K:s::ga: s ERCAIRARCS Anggota
di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Penilaian sebagai berikut:

Sipil perlu ditetapkan Kriteria, Tata Cara serta 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk
Penanggungjawab pada Penilaian Pemberian Reward

dimaksud;

Rekapitulasi Absensi dan Laporan Kinerja Harian;
2. Pejabat  Struktural Dinas Kependudukan dan

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
diakand: pada bural & dan b perke; ditetapia Pencatatan Sipil untuk penilaian perilaku;

imaksud pada huruf & dan b perlu ditetapkan

Keput Kepala D Kependudukan  dan 3. Pejabat pengelola pengaduan untuk rekapitulasi
eputusan  Key inas  Kependu

Pencatatan Sipil tentang Kriteria, Tata Cara serta pengaduan masyarakat

Penanggungjawab pada Penilaian Pemberian Reward

di Linglungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan KEEMPAT Pegawai yang memenuhi kriteria akan ditetapkan sebagai
Sipil; Pegawai Teladan setiap bulannya dan diberikan

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang penghargaan berupa sertifikat dan bingkisan/hadiah
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara untuk 2 (dua) orang,

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,
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14.b.K
Tersedia pelaksana yang menerapkan budaya pelayanan

Tidak menerapkan budaya layanan.

Pelaksana pelayanan menerapkan 1 (satu) unsur budaya

1 pelayanan. Dokumentasi penerapan budaya pelayanan dengan
unsur;
5 Pelaksana pelayanan menerapkan 2 (dua) unsur budaya Seragam
elayanan - Data dukung dapat
beiey . o e CllishElne disertai Keputusan/
2 Pelaksana pelayanan menerapkan 3 (tiga) unsur budaya - PIN/atribut/logo unit pelayanan Surat/Nota Dinas

pelayanan. . Aturanpenerapan5$S

. Nilai-nilai budaya layanan bisa dalam bentuk
Pelaksana pelayanan menerapkan 4 (empat) unsur budaya slogan, motto, maskot, dan sebagainya.

Con4toh Dpielayanap:
Pelaksana pelayanan menerapkan 5 (lima) unsur budaya

penggunaan seragam.

pelayanan. i ——
=" A
Ketentuan Baju Seragam Petugas Pelayanan Publik BEPOM Manado Tatap i
PELAYANAN PRIMA
Muka
7 BIRO ADVOKASI
\ e gos ahui 5% sebage bart
N Hari
= _ Com 4 (1) Senyum
Wanita Pria arpav ndar rravalsd rrereby
1 | Senin Seragam Biru Navy, | Seragam Biru Navy, AR TS »oevarges
........,..
9 pusy g rompi
2 | Selasa | Seragam Coklat Khaki Seragam Coklat Khaki B salam
3 [Rabu | Seragam Atasan Putih dan [ Seragam Atasan Putih dan ::'“::."‘::_':"::"“") y
bawahan coklat khaki bawahan cokiat khaki reevpearghas
4 [Kamis | Batik Bebas/Batik BPOM | Batik Bebas/Batik BPOM k]l Sapa
S | Jumat | Batk Bebas Batik Bebas Mermere waer b s doreper
rar dan 1 - i
Fostaprpr-ieimpoorsingy
, el K baju gam untuk ik ﬂ sopan
. | pelayanan publik dan ketentuan pihak ketiga (ousourcing penyedla) S o m
| Hari SENIN Hari RABU bepertingen dengmnrees 2
hormeat 2as sesghargemn Y
EJ Santun oo
- P

i e et 1)
k Paturgen beterianisimn




Aspek Sarana Prasarana

Bobot Perhltungcm

lll. Sarana Prasarana (6 indikator, 3 Prinsip)

Tersedia tempat parkir dengan fasilitas

15 c.K . 15%
pendukung yang memadai.
A AN AN N\ /.
16 CAS Tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan 039
pelengkap.
- N - N - N v
17 CAS Tersedia sarana toilet pengguna layanan yang 20%
layak pakai.
. < N\, < N\, < N\, o
18 cK Tersedia sarana prasarana bagi pengguna 20%

layanan kelompok rentan.
A A A W,

0

19 JL C.As JLTersedio sarana prasarana penunjang. JL 1%

Sarana Front Office (FO) bagian Informasi di unit
layanan.

20 c.B

1%




15.c.K
Tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang memadai

Tidak tersedia tempat parkir Dokumentasi Fasilitas Parkir dengan detail:
. Ketersediaan parkir roda dua dan roda empat: terdapat pemisahan yang jelas

] Tersediatempat parkirdan memiliki1 fasilitas parkir. antara kendaraan roda 2 dan 4 yang diberikan marka.,
2 Tersediatempat parkir dan memiliki2 fasilitas parkir. = Petugas parkir: terdapat petugas yang berjaga diarea parkir.

. Pemeriksaan karcis/kartu parkir: setiap pengunjung diberikan kartu/karcis
3  Tersediatempat parkirdan memiliki 3 fasilitas parkir. sebagai buktikepemilikan kendaranyang digunakan. . .
4 TasedpiaTeE saldrcknmaniiddasiize paldr, | ° ggmblfkaSI parkir dilengkapi dengan CCTV yang aktif dan dipantau melalui

Tersedia tempat parkir dan memiliki 5 atau lebih Penitipan jaket/helm.
5 fasilitas parkir. . Pelindung (Kanopi/atap bahan lain).
. Drive Thrudan/atau fasilitas tambahan

Contoh Data Dukung:

™y

~3 .

. —.. : )

4 . "*’"Y\ >

e b » )
o\ X, R

. \ W

»

-

Ty

N —

Pakir Roda Dua dan Kanopi Pakir Roda Empat Petugas dan Tiket



16.c.As
Tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan pelengkap

O Tidak tersediafasilitas apapun. Dokumentasi Foto Fasilitas Ruang Tunggu:

1 Tersediafasilitas wajib. Fasilitas wajib 1. Kursi tunggu; 2. Pendingin/sirkulasi ruangan: terdapat pendingin ruangan yang berupa

AC/Kkipas angin atau ruang tunggu memiliki sirkulasi udara yang baik.
Tersedia fasilitas wajib dan 1

2 o
fasilitas pelengkap. Fasilitas Penunjang 1. Mesin antrian dilengkapi monitor: terdapat monitor/layar atau keterangan yang
Tersedia fasilitas wajib dan 2 menjela.skan nomor gntrian yang sedang dilayani. 2. Televisi: ruang tunggu di!engkapi televisi yang menyala
3 sebagai bentuk fasilitas bagi pengguna layanan yang sedang menunggu antrian. 3. Bahan bacaan: terdapat

fasili lengk
asilitas pelengkap bahan bacaan yang dapat digunakan pengguna layanan seperti majalah, koran, buku, dll. 4. Pengisi daya baterai

4 Tersedia fasilitas wajib dan 3 alat komunikasi/charger booth: terdapat sumber listrik yang dapat digunakan pengguna layanan untuk
fasilitas pelengkap melakukan pengisian daya alat komunikasi 5. Hotspot/wifi: terdapat hotspot/wifi yang aktif dan dapat
digunakan oleh pengguna layanan. 6. Air minum: disediakan air minum bagi pengguna layanan baik berupa

T ia fasili i 4
ersedia fasilitas wajio dan kemasan atau galon. 7. Hal-hal lainnya yang mendukung kenyamanan ruang tunggu.

ataulebihfasilitas pelengkap.

Contoh Data Dukung:

Ve

(]
@ charget /I8
Cornes,




17.c.As
Tersedia sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai

Tidak tersedia toilet pengguna

layanan.Tersedia fasilitas wajib Dokumentasi Foto Fasilitas Ruang Tunggu dengan Kondisi Minimal
1 Toilet pengguna layanan dengan 1 kondisi Vel Lyl e
' . Ketersediaan toilet pria dan wanita: terdapat pemisahan antara Tidak hanya
) Toilet pengguna layanan dengan 2 kondisi toilet priadanwanita. . . ke.tersediaan sarana
. Wastafel: terdapat wastafel dengan kran airyang berfungsidengan toilet namun yang
3 Toiletpenggunalayanan dengan 3 kondisi. baik. utama adalah
: ” . Toiletries: fasilitas penunjang dalam toilet yang meliputi tissue, erawatan kebersihan
4 Toilet pengguna layanan dengan 4 kondisi sabun, tempat samppah,dIIJ. ? Yo i Eecara berkala.
Toilet pengguna layanan dengan 5 atau . Airbersih. Monevintensitas petugas membersihkantoilet.
5 lebih kondisi. . Fasilitas lainyang mendukung
Contoh Data Dukung:

| <CTOILET

PLAY»
GROUND




18.c.K

Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan

0

Contoh
_5

Tidak tersedia sarana prasarana
bagi pengguna layanan
kelompokrentan.

Tersedia 1-3 sarana prasarana
bagi pengguna layanan
kelompokrentan.

Tersedia 4-6 sarana prasarana
bagi pengguna layanan
kelompokrentan.

Tersedia 7-9 sarana prasarana
bagi pengguna layanan
kelompok rentan.

Tersedia 10-12 sarana prasarana
bagi pengguna layanan
kelompok rentan.

Dersediakd3gatau lebih sarana
bagi ~ pengguna

DokumentasiFoto Fasilitas Penyediaan Sarana Prasarana Inklusif Menurut SE Menteri PANRB No.66 Tahun 2020

1.
2.

o O

Ag \,
= g0

12.

13.
14.

Kursiroda/tongkat/kruk: tersedia kursiroda/tongkat/kruk yang digunakan sebagaialat bantujalan.

Pintu masuk yang mudah diakses: pintu masuk yang memiliki jalan landai dan tidak terdapat halangan/rintangan yang
menyulitkan penggunalayanankelompokrentan.

Step lobby/ramp/jalan landai dengan pegangan rambat: kemiringan jalan landai paling besar 60 (6 derajat) dari posisi
horizontal denganlebarkurang 90-130 cm dan dilengkapidengan pegangan pengaman.

Lift khusus disertaihuruf braille.

Selasaryang menghubungkan semuaruangan.

Toilet khusus yang dilengkapi dengan fasilitas khusus seperti pegangan dll dan diperuntukkan khusus bagi kelompok
rentan.

Loket khusus: terdapat loket khusus yang memprioritaskan penggunalayanan kelompokrentan.

Ruangtunggukhusus: terdapattempat duduk prioritas bagipenggunalayanan kelompokrentandalamruang tunggu.
Guiding block: terdapat jalur guiding blockyangjelas dan amanjika dilalui oleh penggunalayanankelompokrentan.
Parkirkhusus yang mudah diakses.

Alat bantu tuna netra/tuna rungu (huruf braille): terdapat alat bantu tuna netra/tuna rungu dalam mengakses pelayanan
baik.

Arena bermain anak: terdapat ruang atau tempat khusus yang dapat digunakan oleh anak-anak dari pengguna layanan
bermain.

Ruang Laktasi: terdapat ruang khusus yang bersih, nyaman, dan aman serta dapat digunakan oleh penggunalayanan.
Fasilitas lain sebagai pendukung layanan bagi kelompok rentan (petugas pemandu, petugas yang mampu berbahasa
isyarat).

[



19.c.As

Tersedia sarana prasarana penunjang.

O  Tidaktersediafasilitas penunjang

1 Tersedialfasilitas penunjang

2  Tersedia?2fasilitas penunjang
3 Tersedia 3 fasilitas penunjang
4 Tersedia 4 fasilitas penunjang
5 Tersedia 5 atau lebih fasilitas

penunjang
Contoh Data Dukung:

: 3. o gw,

GERAKAN NASTON)1
SADAR TERTIP ARsip
(GNSTA)

BERDASARKAN SURATEDARAN

SEHATAN

ENKES 23201

Dokumentasi Foto Sarana Prasarana Penunjang:

1. Fotocopy/ATK: terdapat sarana fotokopi yang mudah diakses pengguna layanan 2. P3K:
Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan 3. APAR: Alat Pemadam Api Ringan 4. Kantin: terdapat
kantin yang menyediakan makanan dan minuman bagi pengguna layanan. 5. Ruang Ibadah:
terdapat tempat ibadah yang dapat digunakan pengguna layanan 6. Area merokok di luar
ruang pelayanan 7. Jalur evakuasi/titik kumpul 8. Tempat Sampah: Tersedia wadah yang
memisahkan jenis sampah 9. CCTV

Emergency
Assembly Point

MEROKOK | e
— AT 3 (‘i‘ﬂr
SMOKINGAREA | == L. 1

s, [
o
‘ JGANIK | KERTAS E-WASTE B3 ruas [

!‘



20.c.B
Sarana Front Office (FO) Informasi di unit layanan.

0 Tidak tersedia sarana FO informasilayanan.

] Tersedia sarana FO informasilayanan dengan 1fasilitas.

2 Tersedia sarana FO informasilayanan dengan 2 fasilitas.

3 Tersedia sarana FO informasilayanan dengan 3 fasilitas.

4 Tersedia sarana FO informasilayanan dengan 4 fasilitas.

5 Tersedia sarana FO informasi layanan dengan 5 atau lebih

fasilitas.
Contoh Data Dukung:

Dokumentasi Foto Fasilitas Front Office

1. Petugas khusus: terdapat petugas khusus yang memberikan informasi
yang dibutuhkan pengguna layanan.

2. Meja/kursi: terdapat meja/kursi yang digunakan pengguna layanan
dalam proses bertanya terkait kebutuhanlayanan.

3. Layar/display informasi yang menampilkan informasi terkait layanan
yang tersedia.

4. Bahancetakinformasilayanan.

5. Registertamu(manual/elektronik).

W



Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik

Bobot Perhltungan

El 1v. sIPP (4 indikator, 3 Prinsip)

Tersedia sistem informasi pelayanan

21 at publik untuk informasi publik. 30,0%
o A A A /" *§
o : : o
29 dB Tersgdlo sistem mformos[ pelayanan 20,0% | '" /o
publik pendukung operasional pelayanan. =
\ AN AN AN A

Kualitas penggunaan SIPP Elektronik o
L e JL clie JL(Websne/ApllkqsO JL 2007

24 aT Ziegrﬁg:(tohlron data dan informasi kanal 30,0%




21.d.T
Tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik.

0 Tidak tersedia sistem informasi pelayanan publik baik elektronik maupun non elektronik

ppppppppp
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMAS] BIROKRASI

Tersedia sistem informasi pelayanan publik non elektronik melalui media lisan (pusat

—

informasi).

2 Tersedia sistem informasi pelayanan publik non elektronik melalui media lisan (pusat pokumentasi Foto Penyelenggaraan Informasi:
informasi) serta media papan pengumuman dan media cetak. . Publikasiinformasi pelayanan publik

3 Tersedia sistem informasi pelayanan publik elektronik namun belum online (e-kiosk/ display ¢ Halaman website atau aplikasi

Keterhubungan dengan Sistem Informasi
Pelayanan Publik Nasional

TV/layar monitor).
4 Tersedia sisteminformasipelayanan publik berbasis online/website.

Sistem informasi pelayanan publik telah online/website dan terhubung dengan sistem
5 informasi pelayanan publik nasional serta telah menginput layanan yang ditetapkan ke
dalam sisteminformasipelayanan publik nasional

Contoh Data Dukung:

;Q;pcrwb Qcari epan pubi LoaN

» ofobo
W panrb wnsnon pnon+ pususs « wsoina oo pro @) BerAKHLAK 5

¥
o Selamat
{{AR| PENDIDIKAN NASION,,

2 Mei 2026

‘WMenguathan Partisipaci Semesta Mewujudkas
Pendidikan Bermutu untok Semua”

Selamat Datang di SIPPN - CariYanlik!

G B -

Kini SIPPN berubah menjadi CariYanlik untuk menghadirkan sistem
informasi pelayanan publik yang lebih lengkap.




22.d.B

Tersedia sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan.

Tidak tersedia sistem informasi pendukung operasional pelayanan publik.

Tersedia sisteminformasi pendukung operasional pelayanan dengan 1 kondisi.

Tersedia sisteminformasi pendukung operasional pelayanan dengan 2 kondisi

Tersedia sisteminformasi pendukung operasional pelayanan dengan 3 kondisi.

Tersedia sisteminformasi pendukung operasional pelayanan dengan 4 kondisi.

Tersedia sistem informasi pendukung operasional pelayanan dengan lebih dari 4 6.

0

1

2

3

4

> Londisi
Contoh Data Dukung:

23 bpsdmpugoid

>
H]

sPAS|

LAYANAN PEMINJAMAN SARPRAS

BPSDM KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM

Media Sosial

C® fe 0O

Layanan Informasi BPSDM
Kk Disiry

@

SISTEM PENANGANAN KELUHAN

SITUS TERKAIT

© 2026 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

DAFTAR KEGIATAN ASESMEN

SISTEM APLIKASI

SITUS TERKAIT

PU Net

Badan Kepegawaian Negara

Kemen. PANRB

LAN

Politeknik PU

SPAN Lapor

Whistleblowing System Kementerian PU
SITABA

SISTEM APLIKASI

E-HRD
E-Kinerja
E-Pelatihan
KLOP
Paliteknik

Dokumentasi Foto Kondisi SIPP Pendukung Layanan

QESINENES

Layanan Pengelolaan Pengaduan SPAN-LAPOR,
Survey Kepuasan Masyarakat,

SDM: Aplikasi atau website pengelola kepegawaian,
FAQ,

Pengelolaan keuangan pelayanan publik bagi layanan
berbayar,

Atau unsur pendukung lainnya

Survei Kepuasan Masyarakat

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai
pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Survei Kepuasan
Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Ikuti Survey

= )
Realtime
Online
SKM Online dapat diakses kapanpun dan
secara daring



pppppppppppp

£ PARATUR NEGARA
BAN AEFORMAS! BIRGKRAS

23.d.As
Kualitas penggunaan SIPP Elektronik (Website/Aplikasi).

SIPP Elektronik tidak terhubung secara daring.

Dokumentasi
] SIPP Elektronik berbasis website/aplikasi mudah dioperasikan. Foto/Screenshot Sistem
: : - — , , , Informasi pada bagian . .
2 SIPP Elektronik berbasis website/aplikasi mudah dioperasikan, mudah diakses. . Tataletak Masing-masing

Instansi memiliki

. Kejelasanmenu . . :
sisteminformasi

SIPP Elektronik berbasis website/aplikasi mudah dioperasikan, mudah diakses, navigasiyang

€ mudah dipahami. * semudahan PEMEEIUTE untuk
- end menyampaikan
4 SIPP Elektronik berbasis website/aplikasi yang mudah dioperasikan, mudah diakses, navigasi . Kompatibilitas tampilan : .
. ) . : i ) : . informasi atau
yang mudah dipahami, merupakan kanal digital resmi pemerintah (domain.go.id). web dan mobile/ponsel

. Domainsitus kebijakan.

SIPP Elektronik berbasis website/aplikasi yang mudah dioperasikan, mudah diakses, navigasi oemerintahan

5 yang mudah dipahami, merupakan kanal digital resmi pemerintah (domain.go.id) dan
kompatibel

Contoh Data Dukung:

bar
g panrb erwion. prorL < pusuasi« wapas ow rrio (@) BerAKHLAK JTESis

@ﬁ':f‘,",{';‘(:",‘}‘”‘”‘ Profil  Informasi Publlk  Eselon1  Mall Pelayanan Kemenkeu  Transformasi Kemenkeu @134 1D ~ Q B roummran iammrn
.. SUMEDANG

I GALERI

Beranda  Profi

KEBIJAKAN  Kementerian PANRB [ e LRSS
PANRB .:on ' 2 T #APBN2025
. .< ric: .
©zoom Ealeuibe s Selamat Datang, di Kabupa
Undang-Undang APBN dan Mari jelajahi Sumedang Paradis] Van Jova, Kabu
Keuangan 2025

sxah sambutan

BACA SELENGKAPNVA |

B SOSIALISASI SURVE KESIAPAN
PELAKSANAAN EVALUASI
‘SAKIP BERBASIS Al PADA
INSTANSI PEMERINTAH



pppppppppppp

24.d.As
Pemutakhiran data dan informasi kanal digital.

Tersedia data daninformasi pelayanan publik yang tidak dimutakhirkan

] Pemutakhiran data daninformasipelayanan publik telah dilakukan secara tahunan. .
Dokumentasi
2  Pemutakhiran data daninformasipelayanan publik telah dilakukan secara semesteran. Foto/Screenshot Data atau informasi
SistemInformasi perlu disampaikan
3 Pemutakhiran data daninformasipelayanan publik secara bulanan. khususnya pada secara berkala kepada
4 Pemutakhiran data dan informasi pelayanan publik dilakukan secara mingguan. ir\]/glr(rt#asrilllsdata atau SETZENRENETERER

5 Pemutakhiran data dan informasi pelayanan publik dilakukan secara harian dan
detail/sangat lengkap.

Contoh Data Dukung:

" bon
&g panrb ccnmion pronc sumas« wwine o o (@) BerAKHLAK Z5RTS

BERITA TERKINI VIDEO

INFORMASI TERKINI © siuiesans

Berita Terpopuler
INFO TERKINI i ) =

Semarak Kirab Budaya Kantor Baru Muslimat NU Forum MPK
Milangkala Tatar Sunda Sumedang Jadi Pusat Lahirmya Loksanakan Pelantika...

Budaya Sunda .
fpiociore i dmmderonttusdrmenlnies B Prakiraan Cuaca

uu bupaten Sume...

DAFTAR SELEKSI TERBUKA \ S g 3 3] T ) o X ? ! Y 1 Nartiohauryoisin

prl 2 21 April 2026 pril 2
Perkuat Ketshanan Banjir Perkotaan, BPSOM Perkuat SOM KPBU, BPSDM PU Siapkan Perkuat Kapasitas PISK, BPSDM PU Siapkan
PU Tunta Aparatur Hadapi i

£ PAR/
BAN AEFORMAS! BIRGKRAS

ATUR NEGARA



Aspek Konsultasi dan Pengaduan

R : Bobot Perhitungan
m SRR O Appel

V. KONSULTASI PENGADUAN (4 indikator, 2 Prinsip)

Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan

25 &P secara tatap muka yang berkualitas.

20,0%

A AN AN AN i

Tersedia sarana dan media konsultasi serta
26 e.P per)goduan yang bisa dimanfaatkan semua 25,0% .IOO/
lapisan Masyarakat. | (4]

\ AN AN AN A

Tersedia akuntabilitas hasil konsultasi 25,0%

g 27 JL S.AK Jtdon/qtqu pengaduan. JL )

Tersedia tindak lanjut atas konsultasi dan
pengaduan dari semua lapisan masyarakat.

28 e.Ak 30,0%




25.e.P
Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka yang berkualitas.

A NN

5

Tidak tersedia sarana konsultasi pengaduan pengguna layanan.

Sarana konsultasi pengaduan pengguna layanan dengan 1 kondisi.
Sarana konsultasi pengaduan pengguna layanan dengan 2 kondisi.

Sarana konsultasi pengaduan pengguna layanan dengan 3 kondisi.
Sarana konsultasi pengaduan pengguna layanan dengan 4 kondisi.

Sarana konsultasi pengaduan pengguna layanan dengan 5 atau
lebih kondisi.

Contoh Data Dukung:

KOTAK SARAN DAN PENGADUAN PUBLIKASI INFORMASI TERKAIT MEKANISME
KONSULTASI DAN PENGADUAN

duan melalui media non elektr

Foto Kondisi Sarana Pengaduan secara Luring

. Kotaksaran/pengaduan;

. Ruangkhusus;

. Petugaskhusus;

. Airminum/makananringan;

. RegisterKonsultasidan Pengaduan;

. Publikasiinformasiterkait mekanisme konsultasi
dan pengaduan
(poster/spanduk/leaflet/buku/dokumen/bahan
cetaklain)

RUANG KHUSUS




26.e.P
Tersedia sarana dan media konsultasi serta pengaduan dimanfaatkan semua masyarakat

Tidak ada sarana dan petugas.

Hanya terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline menyatu dengan

front office.
. . . . Dokumentasi Foto Mekanisme
2 Hanya terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline namun terpisah  mediayang konsultasi dan
denganfront office. digunakan untuk pengaduan  dapat
3 Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offiine menyatu satu dengan front melaksanakan dilaksanakan secara
office dantersedia secara online. konsultasidan luring ~atau daring
_ . . . _ pengelolaan sesuai dengan
4 Terdapat mgdla konsultg& dan pengaduan secara offiine terpisah dari front office, pengaduan. kebutuhaninstansi.
sertatersediasecaraonline.
5 Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline terpisah dari front office,
danterhubung dengan SP4N-LAPOR!
Contoh Data Dukung:

T e e e g

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat

@ LAPOR! - Layanan Aspirasi dan
P:nguduan Online Rakyat




27.e.Ak
Tersedia akuntabilitas hasil konsultasi dan/atau pengaduan.

0] Tidak ada dokumentasi.

. Dokumentasi Foto/Screenshot
] Terdapat dokumentasiyang diarsipkan. pengelolaan pengaduan.
. Laporan Pengelolaan Pengaduan

2  Terdapatdokumentasiyang diarsipkan dan dituangkan dalamlaporan. (Pengaduan Masuk dan Tindak Lanjut).

3 Terdapat dokumentasi diarsipkan, dituangkan dalam laporan, dan dilakukan monev. Jika tidak terdapat pengaduan melalui SPAN-

4 Terdapat dokumentasi diarsipkan, dituangkan dalam laporan, dilakukan monev, dan LAPOR!, saranaini dapat dimanfaatkanuntuk
ditindaklanjuti. pengelolaan konsultasipengaduan secara
manual guna mempermudah rekap konsultasi

5 Terdapat dokumentasi diarsipkan, dituangkan dalam laporan, dilakukan monev, dan pengaduan.

ditindaklanjuti, dan dipublikasikan.
Contoh Data Dukung:

REKAPITULASI
PENGGUNA LIVE CHAT WEBSITE

LAPORAN
KEGIATAN POJOK
STATISTIK

TAHUN 2024

BPS PROVINSI SULAWESI TENGGARA

TAHUN 2023 DAN 2024 (PERIODE JAN ~ FEBRUARI)

Disusun Oleh :
BPS PROVINSI SULAWESI TENGGARA




28.e.Ak

Tersedia tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat.

O Tidak ada konsultasi atau pengaduan yang ditindaklanjuti.

1 < 50% konsultasi atau pengaduan ditindaklanjuti hingga selesai yang tidak menggunakan
SPAN-LAPOR!

2 > 50% konsultasi atau pengaduan ditindaklanjuti hingga selesai yang tidak menggunakan
SP4AN-LAPOR!.

3 < 50% konsultasi atau pengaduan yang masuk ke SP4N-LAPOR! ditindaklanjuti hingga
selesai.

4 =50% - 90% konsultasi atau pengaduan yang masuk ke SPAN-LAPOR! dan ditindaklanjut
Contoh binggaselesai.

. Dokumentasi Foto/Screenshot

pengelolaan pengaduan.

Laporan Pengelolaan Pengaduan
(Pengaduan Masuk dan Tindak Lanjut).

Jika tidak terdapat pengaduan melalui
SPAN-LAPOR!, sarana ini dapat
dimanfaatkan untuk pengelolaan konsultasi
pengaduan secara manual guna
mempermudah rekap konsultasi dan
pengaduan dan pemenuhan indikator nomor




Aspek Inovasi Pelayanan Publik ygg panrb

Bobot Perhltungan

" VI INOVASI (2indikator, 1Prinsip)

29 f.B Penciptaan Inovasi Pelayanan Publik. 50%
. N\ N 7S /"
30 B Sumber daya yang mendukung 509

keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik.




29.f.B

Penciptaan Inovasi Pelayanan Publik

@) Tidak tersediainovasi.

] Inovasi masih dalam bentuk ide/gagasan.

Inovasi sudah dilakukan uji coba.

o A NN

Contoh Data Dukung:

PROPOSAL
SISERA
(Sistem Informasi Sosial Ekonomi di Sulawesi Tenggara)

® Tanggal Implementasi Inovasi
Monday, 27 Mei 2017
Kelompok Umum

Ringkasan

Salah satu permasalahan utama adalah belum banyak data yang dihasilkan oleh BPS digunakan oleh
instansi pemerintah, perguruan tinggi, swasta, media massa, maupun masyarakat umum. Berdasarkan
data, jumiah pengunjung Pusat Statistik Terpadu (PST) di BPS Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun
2016 hanya sebanyak 293 orang atau rata-rata hanya 25 orang per bulan. Sementara itu jumlah
pengunjung atau yang mengakses Website BPS selama tahun 2016 sebanyak 48.411 pengunjung, atau
rata-rata sekitar 4.000 pengunjung per bulan. Salah satu penyebab rendahnya minat untuk mengakses
adalah diseminasi data yang kurang bisa dipahami atau akses data yang sulit

Aplikasi Sistem Informasi Sosial Ekonomi Sultra (SISERA),
data dan informasi balk yang berasal dari statistik dasar maupun sektoral dalam rangka membangun
rujukan informasi statistik sosial ekonomi di Sulawesi Tenggara. Aplikasi ini berdampak pada peningkatan
pengguna data BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya pengguna data yang mengakses layanan
data online. Inovasi ini memberikan dampak positif tidak hanya dalam mempermudah pengguna data
memperoleh data akibat semakin singkatnya proses bisnis pencarian data berupa data dari publikasi BPS.
Dengan adanya aplikasi SISERA, dapat pula terwujud sinergitas data yang semakin akurat yang
dihasilkan BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, SKPD, dan Kabupaten/Kota sehingga terbangun satu data
yang mudah untuk dimanfaatkan, lebih cepat dan mudah diakses bagi pengguna data, utamanya untuk

dan evaluasi di Sulawesi Tenggara. Hal ini selaras dengan target
TPB ke 17.18 yaitu “Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar
naslonarl” dan target TPB ke 16.7, yaltu “Menjamin

sarana untuk

dan evaluas/

pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif, dan representatif di setiap tingkatan". .

Inovasi sudah diuji coba dan mendapatkan masukan dari Masyarakat.
Inovasi sudah diimplementasikan namun tidak ada dokumen penetapan.

Inovasi sudah diimplementasikan dan didukung dengan dokumen penetapan. .

Tampilan Baru Sisera

Y SISERA BPS

Selamat datang di SISERA! 4
Data Sulawesi Tenggara

Dalam Genggaman

Pilih Wilayah:

Cari Disinl Prov. Sulawesi Tenggara

Indikator Strategis:

Jumlah Penduduk Indeks Harga
Provinsi Sulawesi Konsumen, Mei
Tenggara , 2023 2025

2749 010 (Jiwa)

Publikasi
-

a 0 8 =

oo -

Beranda Publikasi Indikator Tabel Lainnya
Strategis

Dokumentasipenciptaaninovasi dengan detail:

. Proposallnovasi Pelayanan Publik / Dokumen studi

tiru/ progres rancang bangun (blueprint)inovasi
. Dokumen/laporan ujicobainovasi

. DokumenBAFKP /hasil SKM/LAPOR /pengaduan

Masyarakat terkait inovasi

publikasi, dll)

Dokumentasi Kegiatan Asistensi Data Prioritas P

Provinsi Sulawesi Tenggara
Hotel Plaza Inn, 3-4 Agustus 2022

Menimbang  : a.

Mengingat 1 L

. Dokumentasipelaksanaan Inovasi(foto, video,

Regulasi penetapandan pelaksanaaninovasi

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC BALI, NTB DAN NTT

KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI

TIPE MADYA PABEAN A DENPASAR

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN
BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN A DENPASAR

NOMOR KEP-195/KBC.1302/2025

TENTANG

PENETAPAN INOVASI PELAYANAN DI LINGKUNGAN
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI

TIPE MADYA PABEAN A DENPASAR

KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN
BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN A DENPASAR,

Bahwa untuk meningkatkan cfektivitas, cfisiensi, dan kualitas
pelayanan publik, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
Cukai Tipe Madya Pabean A Denpasar telah mengembangkan
Sistem Aplikasi Terintegrasi Bea Cukai Denpasar (SATRIA);

. Bahwa ber dalam

huruf a, perlu menctapkan SATRIA sebagai inovasi pada Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A
Denpasar.

Undang-Undang Republik Indoncsia Nomor 17 Tahun 2006
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995
Tentang Kepabeanan;

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor I 1 Tahun 1995
Tentang Cukai;

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi
Vertikal Dircktorat Jenderal Bea dan Cukai;

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.04/2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
66/PMK.04/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan
Barang Kena Cukai;

Nomor Pokok

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMAS] BIROKRASI




30.f.B

Sumber daya yang mendukung keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik

Tidak terdapat

1 Terdapatregulasi penetapan dan pelaksanaaninovasi

2 Terdapat anggaran pelaksanaaninovasi

pelaksanaan inovasi

Terdapat sarana dan prasarana yang mendukung

4 Terdapat sumber daya manusia pelaksanainovasi

Terdapat kolaborasi lintas stakeholder dalam pelaksanaan

Contoh [patadsiikung:
5

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC BALI, NTB DAN NTT
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN A DENPASAR

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN
BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN A DENPASAR

NOMOR KEP-195/KBC.1302/2025
TENTANG
PENETAPAN INOVASI PELAYANAN DI LINGKUNGAN

KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN A DENPASAR

KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN
BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN A DENPASAR,

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan cfcktivitas, cfisicnsi, dan kualitas
pelayanan publik, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
Cukai Tipe Madya Pabean A Denpasar telah mengembangkan
Sistem Aplikasi Terintegrasi Bea Cukai Denpasar (SATRIA);
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan SATRIA scbagai inovasi pada Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A
Denpasar.

Mengingat  : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995
Tentang Kepabeanan;

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 1995
Tentang Cukai;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 tentang
Perubahan atas  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor
188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi
Vertikal Dircktorat Jenderal Bea dan Cukai;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.04/2023 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan  Nomor

66/PMK.04/2018 tentang Tata Cara Pembernian, Pembekuan, dan
Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai;

Dokumenregulasi penetapan dan pelaksanaan

inovasi

. Regulasi penetapandan pelaksanaaninovasi

. Dokumen penganggaraninovasi

. Fotosaranadanprasaranayang mendukung

inovasi

Dokumen SK perorangan dan/atau Timyang

menginisiasi penciptaaninovasi
. Dokumen kerjasama dengan pihak lain

©y

"%/ 2.3. Pontal Satria (Portal Pengguna Jass)

23, Portal Satria \F’una\ Penqquna Jasa)

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI Bl &

Grading Penilaian

. 0O.Tidakmemenuhi
kondisi apapun

. l.Terpenuhil
kondisi

. 2.Terpenuhi2
kondisi

. 3.Terpenuhi3
kondisi

. 4.Terpenuhi4
kondisi

. 5.Terpenuhi5

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
EHATAN SURAKARTA

Mojoscrgo Surakaria

Wietsnn polbessologEorma com

1271455368 Kode Pos 57127
5201590 (Manting)

KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURAKARTA
NOMOR: DP.04.03/1/498/2023

TENTANG

TIM PENELITIAN INOVASI SERAT SABUT KELAPA
SEBAGAI BAHAN TRANSTIBIAL PROSTESIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURAKARTA



> bangga
BerAKHLAK melayani

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten ba n sq
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif g

TERIMA KASIH
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